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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I.1 Latar Belakang Masalah 

Partai politik melakukan rekruitmen politik dengan sistem politik yang 

berbeda-beda namun setiap partai politik memiliki tujuan yang sama yaitu 

mendapatkan anggota atau kader-kader yang memiliki suatu kemampuan atau 

bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik1. 

Kemampuan atau bakat dalam berpolitik menjadi prioritas utama karena hanya 

dengan pemimpin-pemimpin yang berkualitas saja perubahan yang lebih baik 

dapat terwujud. Partai politik dengan upaya sekuat tenaga harus melakukan 

fungsinya untuk mencari kader atau caleg laki-laki maupun perempuan yang 

kemampuannya mumpuni dalam proses rekruitmen politik.  

Keterwakilan perempuan di ranah politik mendapat sambutan yang 

berbeda-beda oleh masyarakat. Pemberitaan mengenai parlemen banyak yang 

menyudutkan dan memandang sebelah mata anggota parlemen, khususnya 

anggota parlemen perempuan seperti kasus korupsi Angelina Sondakh sebagai 

anggota DPR RI (Partai Demokrat), Wa Ode Nurhayati dari Partai Amanah 

Nasional dan skandal perselingkuhan (video porno) Carolyn dari Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (Dapil Kalbar). Ditambahkan lagi kasus 

perempuan-perempuan yang mempunyai jabatan publik lainnya, salah satunya 

adalah Miranda Gultom sebagai mantan deputi Gubernur Bank Indonesia yang 

                                                            
1 Putra Fadillah, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Cetakan I, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 
2003, Hal. 19 
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terlibat kasus korupsi2. Apabila kasus-kasus seperti ini muncul, siapa pihak yang 

harus dipersalahkan? Apakah partai politik sebagai partai yang mewadahi aktor-

aktor ini untuk duduk di palemen tidak melakukan peran dan fungsinya secara 

maksimal atau memang perempuan yang tidak layak bekerja? Pertanyaan di atas 

sebagai sindiran untuk ke semua pelaku politik supaya berkomitmen untuk benar-

benar bekerja sebagai wakil rakyat. 

Citra pejabat publik perempuan seperti itu semakin memberikan kesan 

kepada masyarakat bahwa perempuan tidak menjadi mampu membawa perubahan 

dalam rangka meningkatkan kualitas kerja dalam pemerintahan. Keinginan 

perempuan untuk bekerja dalam pemerintahan menjadi anggota parlemen harus 

melakukan usaha dua kali lipat dari sebelumnya. Keberadaan partai politik dapat 

membuka ruang pola rekruitmen yang peka dalam kesadaran gender sehingga 

meminimkan ketimpangan politik gender. Misalnya partai politik harus 

memberikan ruang dan kesempatan yang sama dalam berkompetisi dengan tidak 

selalu memposisikan calon legislatif perempuan dalam nomor buntut yang 

mempunyai peluang yang sangat kecil untuk terpilih. Pemberian ruang juga 

diupayakan oleh LSM-LSM seperti Jaringan Pendidikan Pemilihan untuk Rakyat 

(JPPR), Gerakan Pemberdayaan Suara Perempuan (GPSP), Koalisi Perempuan 

untuk Keadilan dan Demokrasi dan lainnya untuk aktif dalam melakukan debat 

politik perempuan yang membahas pendidikan politik dan tentang hak-hak politik 

perempuan. Partai harus memiliki upaya yang dapat membantu caleg-caleg untuk 
                                                            
2 Soetjipto Ani, Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan: Perempuan dalam Politik 
Formal: Perdebatan Kajian Teori Feminis, Vol 18. No 4, Cetakan Pertama, Jakarta Selatan, 
Desember 2012, Hal. 74 
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meningkatkan perolehan sehingga dapat memperoleh kemenangan dan menjadi 

perwakilan partai di dewan legislatif maupun eksekutif. Contoh upaya yang 

dilakukan oleh beberapa partai misalnya, partai Golkar melakukan penyuluhan 

keluarga, penyuluhan hukum dan kesehatan. Partai PKB merevisi peraturan yang 

bias gender dalam ekonomi, perbankan dan tenaga kerja, partai PBB memberikan 

sosialisasi dalam keluarga lewat radio. Upaya-upaya yang dilakukan oleh partai-

partai tersebut setuju dengan pemberdayaan perempuan sehingga upaya tersebut 

dapat meningkatkan kesan dan kualitas yang baik terhadap partai politik dan calon 

legislatif. 

 Ada 3 aspek yang mempengaruhi gender dengan birokrat, yaitu: 

1. Segregasi gender dengan kerja, berkaitan dengan antara kerja upahan atau 

bukan, sebagian diciptakan melalui praktek-praktek organisasional dalam 

birokrasi 

2. Segregasi gender, berkaitan dengan ketidaksetaraan pendapatan dan status 

antara perempuan dan laki-laki juga sebagian dibangun dalam proses 

organisasional 

3. Birokrasi adalah arena produksi dan reproduksi citra budaya genderang 

kemudian disebar luaskan ke masyarakat. Aspek identitas gender, 

khususnya maskulinitas juga merupakan produk dari tekanan dan proses 

organisasional dalam organisasi3 

Ketiga aspek tersebut dapat mempengaruhi posisi perempuan dalam 

birokrasi karena adanya anggapan bahwa birokrasi pada dasarnya adalah laki-laki 

                                                            
3 Ibid. Hal 12. 
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(male dominance) yang mana merembes ke semua organisasional sehingga posisi 

perempuan termarginalkan. Padahal sebenarnya posisi perempuan juga 

menentukan dalam proses penyeimbangan penyelesain masalah (isu) yang ada 

dalam negara. Misalkan saja partai politik di Indonesia, di Indonesia kebanyakan 

partai politik menempatkan partai pada penyelesaian masalah-masalah ekonomi, 

kesehatan dan pendidikan dalam platform dan partai mereka. Sementara pada 

kenyataannya tidak hanya itu saja masalah-masalah yang timbul, masalah-

masalah (isu) gender tidak dapat diabaikan seperti isu poligami, kekerasan dalam 

rumah tangga, pornografi atau isu aborsi terkait masalah kesehatan reproduksi. 

Peran perempuan yang berada di demokrasi dapat dijadikan penyeimbang antara 

penyelesain masalah-masalah umum dan masalah gender. 

Dalam jumlah kuantitas, keterwakilan politik perempuan Indonesia di 

dalam lembaga legislatif tidak banyak mengalami perubahan selama 10 tahun 

terakhir. Data statistik di tingkat Nasional ternyata paralel dengan data yang 

terdapat di tingkat propinsi maupun kabupaten/kotamadya. Di semua tingkatan, 

data menunjukkan tingkat keterwakilan perempuan rendah dalam lembaga 

legislatif. Perempuan yang terpilih sebagai anggota parlemen sangat jarang 

ditempatkan dalam posisi pembuat kebijakan, seperti misalnya ketua fraksi 

ataupun ketua komisi. Mayoritas dari mereka hanyalah anggota biasa dan 

umumnya berada dalam komisi-komisi yang dianggap sebagai komisi yang 

menjalankan peran tradisional perempuan, seperti pendidikan, kesehatan, 

kesejahteraan sosial, budaya dan lain-lain. Representasi perempuan yang rendah 

dalam lembaga legislatif akan mempengaruhi produk kebijakan dan alokasi 
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anggaran bagi kepentingan perempuan. Di beberapa tempat, kurangnya jumlah 

anggota perempuan yang menduduki posisi pembuat kebijakan dalam lembaga 

legislatif, cenderung mengarah pada dihasilkannya kebijakan yang 

mendiskriminasi perempuan. 

Kehadiran perempuan di politik memerlukan upaya yang ekstra, tidak 

cukup untuk menunjukkan bahwa nilai dan prioritas laki-laki di politik berbeda 

dengan nilai dan prioritas perempuan di politik. Tidak cukup hanya dengan 

menunjukkan perbedaaan tersebut walaupun perbedaan tersebut menjadi bagian 

penting untuk meningkatkan jumlah perempuan di politik. Berdasarkan penelitian 

di Inggris tentang pemilihan tahun 1992 dan 1997 atas kandidat  perempuan 

cenderung mendukung sayap kiri dan nilai-nilai feminis. Pada tahun 1977, Partai 

Buruh sebanyak 24 persen ditempati oleh perempuan dan ini berarti perempuan 

mempunyai pengaruh yang kecil. Untuk menghindari output seperti itu, 

perempuan politik harus mampu melakukan perebedaan. Perbedaan disini adalah 

perempuan yang berpartisipasi dalam politik harus mampu menunjukkan 

kepentingan mereka dan tidak cukup hanya menunjukkan tapi juga melakukan 

sikap sesuai seperti yang mereka inginkan. Sehingga maksut dari perubahan sikap 

disini adalah kepentingan yang diperjuangkan tidak hanya sebagai wacana namun 

diperjuangkan dengan tindakan lanjutan. 

Berdasarkan penelitian International Foundation for Electoral System 

(IFES) dengan menggandeng Lembaga Survei Indonesia (LSI), responden setuju 

dengan pemberlakuan kuota 30% perwakilan perempuan sebagai caleg dari tiap 

parpol dengan persentasi sebanyak 56 persen dan responden tetap memilih caleg 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MEMENUHI AFFIRMATIVE 
ACTION CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 
DI KOTA SURABAYA

MIKE ELISABETH F. 
PANJAITAN



I-6 
 

laki-laki meski kualitasnya sama dengan yang perempuan sebanyak 55 persen. 

Untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas perempuan, calon legislatif 

perempuan melakukan komunikasi dengan berbagai hal. Diantaranya, melakukan 

program kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan motivasi wirausaha dengan 

tujuan memberikan penelitian dan pengertian yang jelas tentang  politik. 

Berdasarkan data dari KPU Kota Surabaya tahun 2014, partai politik yang 

berpartisipasi pada pemilihan legislatif 2014 di Kota Surabaya adalah Partai 

Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Demokrasi 

Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai 

Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai 

Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), 

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) 

dan Partai Bulan Bintang (PBB) dan partai politik di atas telah memenuhi 30% 

keterwakilan perempuan.  

Pada pemlihan legislatif 2014 di Kota Surabaya, jumlah caleg laki-laki 

sebanyak 379 orang (65,34%) dan caleg perempuan sebanyak 201 orang 

(34,66%). Data tersebut menunjukkan peningkatan keterwakilan perempuan 

dibandingkan pada pemilihan legislatif sebelumnya dan pencapaian ini merupakan 

hasil peran partai politik dalam memenuhi peraturan-peraturan pemilihan. 

Ada banyak peraturan yang mengatur jaminan hak dan kewajiban 

perempuan dalam kegiatan politik sehingga ruang perempuan dalam mengambil 

bagian semakin terbuka. Perempuan yang berpartisipasi dalam kegiatan politik 

bebas menyuarakan kepentingan-kepentingan berkaitan isu gender sebagai wakil 
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masyarakat. Kebijakan pemerintah dan suatu Partai politik yang membuat aturan 

jelas tentang hak dan kewajiban perempuan meningkatkan daya saing perempuan 

dan laki-laki dalam masa perekrutan. Perempuan dan laki-laki tidak ada bedanya 

karena yang akan lolos adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan dan 

memenuhi kriteria perekrutan dari partai politik. Perekrutan yang adil dan 

berkualitas seperti ini tentu mempengaruhi output yang berkualitas pula. Apabila 

calon-calon legislatif berkualitas (baik perempuan maupun laki-laki) lebih 

diprioritaskan maka akan berpengaruh terhadap kerja ketika menjadi pemimpin 

atau anggota di parlemen, bekerja secara professional dan mampu menjadi wakil 

masyarakat yang baik. Kebijakan-kebijakan yang mendukung peran perempuan 

dalam dunia politik tentu membawa perubahan besar dalam keberadaaan 

perempuan. 

Upaya partai politik dalam Memajukan Peran Perempuan: 

1. Pendidikan politik untuk calon legislatif/legislatif merupakan upaya dasar 

yang dilakukan setiap partai politik. Upaya lain yang dilakukan partai 

untuk memajukan peran perempuan lebih menjadikan kebijakan sebagai 

alat perubahan. Kebijakan-kebijakan yang ditawarkan kepada masyarakat 

mengarah kepada perspektif perempuan. Partai politik berperan sebagai 

induk karena partai politik merupakan agen awal yang membawa calon 

legislatif/legislatif menuju dunia politik sehingga kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh Partai Politik dapat meningkatkan Partisipasi Politik 

Perempuan. Kegiatan-kegiatan ini dapat dilakukan dengan kegiatan 

kampanye, pelatihan kepemimpinan dan keterampilan politik perempuan 
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atau dengan membentuk suatu Kaukus Perempuan di parlemen (lintas-

partai, lintas-fraksi). Cara ini menjadi ampuh di berbagai negara karena 

dengan perdebatan dan kerjasama perempuan-perempuan dengan 

latarbelakang partai yang berbeda diharapkan dapat mendesak 

pembentukan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas perempuan. 

2. Pelatihan yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat dan 

pemberdayaan kepada perempuan untuk mengetahui dan menggunakan 

hak-hak yang dimiliki. Pelatihan ini akan menyadarkan masyarakat untuk 

mengubah perspektif yang salah tentang politik, seperti Pelatihan  

Kepekaan Gender (Gender Sensivity Training). 

3. Metode Gender Planning, metode ini bertujuan untuk memfokuskan dan 

memonitor serta membuat rencana kebijakan dengan lebih peka terhadap 

kepentingan perempuan. Gender Planning digunakan untuk membuat 

aliansi dan koordinasi dalam pengambilan keputusan sehingga orang-

orang yang terlibat di dalamnya mengandalkan koordinasi satu sama lain. 

4. Dalam meningkatkan partisipasi perempuan dapat menggunakan cara 

melalui komunikasi karena komunikasi berfungsi dalam pertukaran ide 

dan wadah untuk uji coba untuk strategi baru yang telah disusun. Bentuk-

bentuk komunikasi tersebut dapat diwujudakan melalui kegiatan 

kampanye (campaign), advokasi (advocacy), kegiatan lobby (lobbying) 

dan kegitan-kegiatan lainnya. Bentuk komunikasi tersebut dapat 
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melibatkan pemerintah dan LSM-LSM terkait sebagai instansi pendukung 

dalam mencapai tujuan secara ideal4 

Pengadaan kuota untuk partisipasi perempuan menjadi penting, calon 

legislatif/legislatif perempuan berusaha meningatkan kualitas diri untuk 

mematahkan pendapat-pendapat yang cenderung memarjinalkan keberadaan 

perempuan sehingga perempuan yang terlibat dalam politik akan semakin peka 

untuk menyadari dan giat dalam partisipasi politik. Perempuan-perempuan politik 

akan berusaha memahami pendidikan dan sosialisasi politik sehingga 

menumbuhkan rasa percaya diri bahwa mereka layak karena kemampuan dan bisa 

bersaing dengan yang lain yang bukan perempuan. Dengan begitu akan mengubah 

politik pemerintahan menjadi setara dengan kepentingan-kepentingan lainnya. 

Banyak perempuan-perempuan yang menunjukkan kualitasnya dengan 

maju dan duduk dalam pemerintahan, menjadi ketua dalam organisasi dan 

mengikuti banyak kegiatan politik dan selalu mencari celah di setiap kesempatan 

dengan menyuarakan kepentingan-kepentingan perempuan. Perempuan 

menganggap bahwa keberadaan mereka harus sama dengan kesempatan yang 

diberikan kepada laki-laki sehingga mengharapkan pemerintah untuk menjunjung 

hukum dan pemerintahan tanpa ada diskriminasi. Jika perempuan melakukan 

kesalahan yang melanggar aturan negara maka akan menerima hukum yang sama. 

Sama halnya bahwa perempuan juga harus mempunyai hak yang sama dalam 

mendapatkan kesempatan yang sama untuk boleh mengambil peran dan 

berpartisipasi di dunia politik. Tidak mudah bagi perempuan-perempuan 

                                                            
4 Soetjipto Ani, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-esai Pilihan, Cetatan Pertama, Kompas, 
Jakarta, 2005, h. 38-41 
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menembus peran di dunia politik, dalam posesnya baik pemerintah atau partai 

politik membuat kriteria khusus untuk melibatkan perempuan dalam urusan 

pemerintah. 

Organisasi-organisasi perempuan di bidang pengembangan kemampuan 

perempuan bertujuan untuk membuka kesempatan usaha serta menyuarakan 

kepentingan wanita pengusaha. Organisasi atau komunitas seperti itu dapat juga 

menghindari politik uang yang menginginkan perempuan lebih bisa berdaya. 

Tujuannya supaya keterwakilan perempuan di pemerintahan memang berdasarkan 

kemampuan dan kualitas diri bukan karena hanya pemenuhan kuota perempuan 

30 persen. 

Partai politik turut mengambil peran dalam mendukung organisasi-

organisasi perempuan sebagai upaya Partai Politik untuk menambah kualitas 

perempuan-perempuan politik di parlemen, seperti: 

1. Organisasi Kaukus Perempuan yang dipelopori oleh 7 partai yaitu, Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Golongan Karya (Golkar), 

Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Amanat 

Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PBB) telah meluas 

menjadi 16 partai. Kaukus Perempuan dibentuk pada tanggal 17 Agustus 

2000 dengan memasukkan agenda perempuan dalam partai dan mendesak 

kuota 30 persen perempuan untuk dimasukkan dalam AD/ART partai. 

Organisasi ini bekerja sama dengan LSM dan mengupayakan untuk 

mensosialisaikan organisasi ke pedalaman-pedalaman 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI UPAYA PARTAI POLITIK DALAM MEMENUHI AFFIRMATIVE 
ACTION CALON LEGISLATIF PADA PEMILIHAN LEGISLATIF 2014 
DI KOTA SURABAYA

MIKE ELISABETH F. 
PANJAITAN



I-11 
 

2. Jaringan Perempuan dan Politik (22 November 2000), organisasi 

perempuan ini merupakan organisasi untuk forum komunikasi yang 

mengkomunikasikan pendidikan politik dan juga membuat satu agenda 

khusus membahas paket UU politik yang meliputi UU tentang Pemilu, UU 

tentang Partai Politik, UU tentang Susduk yang didalam bagian UU 

tersebut akan dimasukkan perspektif tentang gender 

3. Koalisi Perempuan (Desember 1998), organisasi perempuan ini aktif 

dalam pemberdayaan perempuan dan politik dengan melakukan 

pendidikan politik yang masyarakat menjadi sasaran pendidikan. Koalisi 

Perempuan juga aktif dalam advokasi untuk penyusunan draft KUHP, 

trafficking, dan lan-lain 

4. GPSP (Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan) terbentuk pada saat 

pemilu 1999. Organisasi perempuan ini aktif dalam peyuluhan, seminar 

dan diskusi tentang good governance dan otonomi daerah 

5. SP (Solidaritas Perempuan) dibentuk 10 Desember 1990, organisasi 

perempuan ini juga melakukan pemberdayaan di bidang politik. 

Bedanyanya dengan organisasi-organisasi di atas, organisasi SP fokus 

kepada kelompok penggerak. Materi yang sering disampaikan adalah ‘the 

personal is’ political dengan menggunakan analisis gender dalam 

menguak kebijakan politik pemerintah, pengalaman-pengalaman aktivis di 

organisasi SP akan memberikan dorongan dan kekuatan penguatan untuk 

menganalisa kebijakan politik pemeritah dengan analisis feminism. 
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Organisasi-organisasi perempuan di atas cukup mewakili masyarakat 

sebagai wadah untuk memperjuangkan isu gender. Penting untuk dikembangkan 

adalah jaringan (networking) antara aktivis perempuan dalam organisasi yang 

akan berguna ketika memperjuangkan suatu isu gender. Modal kemampuan yang 

dimiliki perempuan akan menambah pandangan positif dalam memperjuangkan 

suatu isu jender sehingga isu yang di angkat tidak sekedar isu dan lenyap begitu 

saja (fokus, dilobbi, dicermati, dikontrol dan dipantau). 

Keberadaan perempuan di dunia politik seharusnya semakin meningkat 

dalam upaya menjaga keseimbangan kepentingan perempuan dan kepentingan 

umum yang sudah ada. Dari sisi perempuan, perempuan akan bersungguh-

sungguh dalam menunjukkan kemampuan yang mereka miliki bahwa mereka 

mampu merepresentasikan isu-isu gender sebagai kepentingan perempuan dan 

dari sisi laki-laki diharapkan memberikan ruang kepada perempuan di parlemen 

serta mendukung kegiatan-kegiatan perempuan dengan tidak mengabaikan tugas-

tugas mereka dalam menyelesaikan isu-isu permasalahan lainnya yang menjadi 

problem banyak orang. Bukan bererti bahwa perempuan hanya menyelesaikan 

masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu gender dan laki-laki mengurusi 

masalah lain yang menjadi masalah umum. Perempuan dan laki-laki bisa bekerja 

sama dalam menyelesaikan masalah-masalah di negara yang sarat berasal dari 

berbagai bidang. Paling tidak dalam pengerjaannya, perempuan dan laki-laki di 

dunia politik bisa fokus menyelesaikan masalah negara sesuai bidang dan 

kemampuan yang dimiliki. Untuk mewujudakan kerja sama yang saling 

melengkapi antara peran perempuan dan peran laki-laki di dunia politik, 
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keterbukaan terhadap keberadaan perempuan menjadi awal yang paling tepat, 

pemberian ruang yang sama dalam perekrutan oleh pemerintah dan partai politik. 

Contoh kecilnya adalah beasiswa pendidikan formal kepemimpinan daerah seperti 

Sekolah Tinggi Pembangunan APMD, Sekolah Tinggi Pemerintahan dalam 

Negeri, Institut Ilmu Pemerintahan dan lain-lain yang cenderung mengutamakan 

laki-laki. Perempuan harus berusaha 2 kali lebih menonjol dibandingkan laki-laki 

supaya layak dipertimbangkan. Sikap seperti ini seakan sudah membudidaya di 

pemerintahan karena birokrasi biasanya didominasi laki-laki (male dominance) 

karena dianggap hanya laki-laki yang mampu menjadi pemimpin sama seperti 

halnya dalam kegiatan politik. 

Partai politik harus memperhatikan pendidikan untuk menjadi anggota 

legislatif dan diperlukan keahlian khusus yang mampu merumuskan dan 

mempertimbangkan serta mengkomunikasikan kebijakan yang terkait dengan 

problem masyarakat. Selain itu, rendahnya pengalaman perempuan di bidang 

pemerintahan harus menjadi perhatian lebih oleh Partai politik. Partai politik 

harus memastikan bahwa calon legislatif khususnya calon legilatif perempuan 

harus mengetahi pengetahuan tentang pemerintahan karena tugas yang akan 

diselesaikan di parlemen adalah tentang permasalahan pemerintahan yang 

nantinya membutuhkan perumusan dan pembuatan kebijakan. Ini menjadi tugas 

besar untuk calon legislatif mempersiapkan diri dalam perwakilan daerah yang 

akan diwakilkan. 

Calon legislatif dibantu oleh partai politik harus melakukan sosialisasi ke 

daerah yang akan diwakilkan. Sosialisasi ini tidak hanya berguna untuk 
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menunjukkan figur baik dan mendapatkan simpati masyarakat tetapi sosialisasi ke 

daerah yang akan diwakilkan akan membuat calon legislatif paham dan mengerti 

apa saja permasalahan yag dialami oleh daerah yang diwakilkan. Sosialisasi ini 

merupakan strategi dan upaya yang dilakukan calon legislatif bersama partai 

politik sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas dan partisipasi calon legislatif 

kelak di parlemen. Jika calon legislatif mengerti atas masalah daerah yang 

diwakilkan, nantinya akan lebih percaya diri dalam kegiatan merumuskan 

kebijakan. Masalah-masalah yang berkaitan dengan isu-isu gender juga akan lebih 

mudah untuk disuarakan sehingga anggota parlemen laki-laki akan mengakui 

bahwa perempuan sebagai anggota parlemen dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Pengakuan dan kesetaraan itu akan menjadi langkah awal untuk anggota 

parlemen laki-laki dapat bekerja sama dengan anggota parlemen perempuan 

secara setara dan seimbang, perempuan bukan hanya instrumental dan pelengkap 

saja. 

Berdasarkan fenomena-fenomena yang ada di atas, tampaknya partai 

politik sebagai kereta yang membawa para caleg baik caleg laki-laki maupun 

perempuan untuk duduk di parlemen harus lebih fokus dalam mempersiapkan 

perwakilan masing-masing partai dengan kualitas sebagai prioritas. Pada 

pemilihan legislatif 2014 di Kota Surabaya, ada 17 perempuan yang berhasil 

meraih kursi yaitu, Pertiwi Ayu, Lembah Setyowati, Binti Rochmah, Hj. Agustin, 

Hj. Khusnul, Ashri, Dyah Katarina, siti Mayam, Reni Astuti, Dini Rijanti, Elok 

Cahyani, Herlona Harsono, Dr. Retnowati, Camelia Habibah, Hj. Laila,  Hj. 

Lutfiyah dan Naniek Zulfiani. Bagaimana masing-masing partai politik 
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meningkatkan keterwakilan perempuan pada pemilihan legislatif 2014 di Kota 

Surabaya, apa hambatannya dan bagaimana peran partai politik dalam melakukan 

peran serta fungsi partai politik?  

 

I.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis dapat mengutarakan beberapa 

pertanyaan dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apa saja upaya partai politik untuk memenuhi Affirmative Action calon 

legislatif perempuan pada kegiatan pemilihan legislatif 2014? 

2. Hambatan apa yang dihadapi partai politik dalam upaya memenuhi 

Affirmative Action calon legislatif pada pemilihan legislatif 2014 di Kota 

Surabaya? 

 

I.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui upaya partai politik 

dalam pemenuhan Affirmative Action5 pada pemilihan legislatif 2014. Faktor 

kualitas menjadi permasalahan yang penting (selain faktor kuantitas) untuk 

menjadikan perempuan layak untuk mewakili masyarakat di bidang politik. Hal 

ini mengharuskan partai politik dan calon legislatif meningkatkan kualitas demi 

mencapai kemenangan. Penelitian ini berupaya mengetahui upaya partai dalam 

meningkatkan kualitas caleg-caleg. Partai politik akan menguasai kebijakan 

                                                            
5 Affirmative Action atau tindakan afirmatif adalah langkah-langkah khusus sementara yang 
bertujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan antara perempuan dengan 
laki-laki, tertuang dalam Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Perempuan (CEDAW dalam UU. NO. 7 Tahun 1984, pasal 4) 
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negara apabila memenangkan suara di pemilu dimana anggota legislatif 

merupakan aktor yang akan mewujudkan cita-cita partai politik itu sendiri, 

misalnya memberikan sosialisasi atau kampanye di masyarakat. Untuk memenuhi 

kuota 30% keikutsertaan perempuan, partai politik dan caleg-caleg berusaha agar 

calon legislatif perempuan tidak hanya memenuhi kuota tiga puluh persen saja 

sehingga ada upaya tindakan yang dilakukan oleh partai dan calon legislatif untuk 

menyongsong pemilihan legislatif 2014. 

 

I.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada 

pembaca untuk mengetahui upaya partai politik dalam memenuhi Affirmative 

Action untuk meningkatkan kualitas calon legislatif. 

 

I.5 Kerangka Teoritik  

I.5.1 Teori Pelembagaan Partai Politik 

Teori pelembagaan partai politik adalah proses pemantapan partai politik 

dengan memantapkan organisasi maupun individu-individu di dalam partai untuk 

menciptakan partai politik yang mampu menjalankan fungsinya dengan pemolaan  

perilaku atau sikap atau budaya. Pelembagaan perilaku yang dimaksutkan adalah 

pelembagaan perilaku yang berkaitan dengan bagaimana peran partai politik 

(secara internal) dapat mempertahankan keberadaan partai untuk menjalankan 

fungsi dan peran partai dengan kelembagaan yang memadai dan terstruktur. 
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Tabel I.1 
Teori Pelembagaan Randal Vicky dan Lars Svasand 

 
 Internal Eksternal 

Structural Systemness Decisional Autonomy 

Attitudinal Value Infusion Reification 

Sumber: Jurnal Party Institutionalization In New Democracies, Vol 8 Tahun 2002 
 

Dalam proses pemantapan partai politik, ada dua aspek yaitu aspek 

internal-eksternal dan aspek struktural-kultural yang menghasilkan empat dimensi 

jika disilangkan, yaitu: 

1. Systemness atau dimensi kesisteman. 

Systemness atau dimensi kesisteman adalah suatu partai sebagai hasil 

persilangan antara aspek internal dan struktural. Partai politik dengan 

kelembagaan sudah memadai adalah partai politik yang menjalankan 

fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah 

Tangga (ART). Dimensi kesisteman (systemness) pada akhirnya bertujuan 

untuk menciptakan partai politik yang dapat menjalankan fungsi partai 

politik sesuai dengan AD/ART partai politik yang sudah disepakati.  

2. Value Infusion atau identitas nilai 

Value Infusion atau identitas nilai adalah suatu partai sebagai hasil 

persilangan antara aspek internal dan kultural. Dimensi identitas nilai 

(value infusion) dapat dilihat dari beberapa hal, bisa dilihat dari 
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ideologi/platform partai, basis dukungannya dan identifikasi anggota 

terhadap pola dan arah perjuangan partai. Identitas nilai partai juga dapat 

terjawab dari dua pertanyaan, apakah partai politik mengandung dimensi 

gerakan sosial yang didukung oleh kelompok tertentu dan seperti apa 

hubungan partai politik dan anggotanya, bersifat instrumentalis atau 

ideologis? 

3. Decisional autonomy 

Decisional autonomy adalah suatu partai sebagai hasil persilangan antara 

aspek eksternal dan struktural. Dimensi ini menjelaskan hubungan partai 

dengan aktor luar partai dimana aktor tersebut berasal dari berbagai 

otoritas, bisa berasal dari pengusaha/pemerintah, 

pengusaha/negara/penguasa sebagai sumber dana atau bisa berasal dari 

masyarakat dalam bentuk dukungan massa  

4. Reification 

Reification adalah suatu partai sebagai hasil persilangan antara aspek 

eksternal dan kultural. Dimensi ini menjelaskan bagaimana partai politik 

menjalankan fungsi partai untuk memperpanjang usia partai sehingga 

dapat menjaga keberadaan partai selama mungkin. Pertahanan yang dapat 

dilakukan partai bisa dengan menciptakan citra yang baik di hadapan 

publik guna menjaga kesetiaan dan konsistensi publik terhadap partai 

politik. Partai politik dapat menjaga kepercayaan publik dengan 
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menciptakan nilai-nilai positif sekaligus dampak positif yang pada 

akhirnya akan menambah dukungan dari publik 6 

 

I.6 Kerangka Konsep 

I.6.1 Affirmative Action  

Ketentuan kuota keterwakilan perempuan di atur dalam peraturan No. 8 

Tahun 2012 dan Peraturan KPU No 7 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum 

anggota DPR, DPD dan DPRD dengan mengatur bahwa partai politik 

menyertakan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota legislatif. 

Kepengurusan partai politik di tingkat pusat juga harus menyertakan paling 

rendah 30% keterwakilan perempuan. 

Affirmative Action merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 

representasi perempuan sebagai minoritas di berbagai bidang seperti pendidikan, 

pekerjaan dan politik dimana bentuk peluang dan kesempatan bagi kelompok 

minoritas dalam sebuah masyarakat (perempuan) mendapatkan bagian yang sama 

dengan laki-laki. Affirmative Action mengharuskan para kontraktor menentukan 

keterpaduan antara tujuan dan jadwal yang secara jelas bisa diukur untuk 

mencapai peluang yang sama tanpa melihat perbedaan ras, warna kulit, agama, 

jenis kelamin dan asal daerah (Humm dalam tesis Nahiyah)7. Affirmative Action 

ditandai dengan pemberian kuota dengan perjuangan perempuan yang 

menginginkan perlakuan yang sama bukan perlakuan khusus karena tujuannya 

memperoleh kesempatan bukan persamaan pendapatan. Affirmative Action 
                                                            
6 Vicky Randall, “Party Institutionalization In New Democracies”. Sage Publications. Vol 8 No 1 
pp-5-29 
7 Jurnal Perempuan untuk Pencerahan dan Kesetaraan, Perempuan Pejabat Publik, hal-74 
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merupakan upaya pemerintah yang bukan hanya untuk distribusi pendapatan dan 

pekerjaan yang seimbang dan merata namun merupakan simbol komitmen 

nasional untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap kelompok 

minoritas dan perempuan8. Kegunaan kebijakan kuota keterwakilan perempuan 

yang dituang dalam UU No. 12 Tahun 2002 sebanyak 30 % sebenarnya menjadi 

suatu acuan yang mendorong meningkatnya partisipasi politik: 

1. Hanya sebanyak 8% perempuan yang menduduki kursi di legislatif karena 

jumlah pemilih perempuan kurang lebih sebanyak 52% dari jumlah total 

pemilih secara keseluruhan 

2. Dari hasil proses kegiatan-kegiatan politik di Indonesia, peran laki-laki 

menjadi porsi dominan yang identik dengan praktek-praktek maskulin 

yang mengedepankan KKN, perebutan kekuasaan dan kepentingan. 

Tindakan-tindakan semena-mena oleh aktor-aktor perwakilan di 

pemerintah yang bertindak semena-mena karena memegang otoritas 

kekuasaan membuat masyrakat kecewa. Secara otomatis jika hal itu tetap 

terjadi maka akan muncul masalah-masalah di daerah karena tidak ada 

solusi dari pemerintah. Peran perempuan juga tidak bisa diandalkan karena 

sikap-sikap maskulinitas yang memegang otoritas penuh 

3. Perumusan dan pengambilan keputusan sebagai output dalam bentuk UU 

tidak mewakili kepentingan perempuan. Posisi seperti ini akan 

menyulitkan jalan perempuan untuk mengambil bagian dalam perumusan 

kebijakan yang membuka ruang lebih terhadap perempuan 

                                                            
8 Ibid. Hal 75. 
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Menurut Susan D Clyaton dan Faye J. Crosby, Afirmative Action adalah: 

...an attempt to make progress toward substantive, rather than morely formal, 

equality of opportunity for those groups, such as women or racial minorities 

which are currently underrepresented in significant positions in society, by 

explicitly talking into account the defining characteristic-sex or race which has 

been the basis for discrimination9. 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa harus dihapusnya diskriminasi untuk 

gender dalam pembagian kerja dan tindakan non-diskriminasi yang didasarkan 

oleh karakteristik gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai porsi dan 

kesempatan yang sama dalam mencapai suatu posisi. Walaupun Affirmative 

Action sering dikaitkan dengan kuota namun Affirmative Action sebenarnya 

berkaitan dengan kesempatan dimana kesempatan ini akan mementingkan 

pertimbangan tertentu untuk memberikan kesempatan bagi kelompok tertentu 

(perempuan). 

“a system primarily set a minimum percentage of representation for both 

sexes to ensure a balance presence of men and women in political and decision 

making post. The basic argument for the use of the quota system is that it 

addresses inequality engendered by law and culture10” 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa ada persentase kuota minimal untuk 

laki-laki dan perempuan yang tujuannya menjamin adanya keseimbangan jumlah 

yang biasanya disebabkan oleh ketidakseimbangan karena budaya dan hukum. 

Minimnya keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik diakibatkan oleh 
                                                            
9 Soetjipto Ani, Politik Perempuan Bukan Gerhana: Esai-esai Pilihan, Cetakan Pertama, Kompas, 
Jakarta, 2005, Hal. 99-100 
10Ibid. Hal. 104 
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budaya dan hukum. Budaya dan hukum yang dimaksutkan bahwa perempuan 

tidak selayaknya bekerja dalam kegiatan politik dan masyarakat secara sadar 

maupun tidak sadar menjalankan budaya yang memarjinalkan perempuan 

sehingga perempuan tidak familiar bekerja dalam kegiatan politik. Perwakilan 

perempuan semakin meningkat ketika ada hukum atau suatu aturan yang 

menyeimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan dan dijamin oleh negara.  

Calon legislatif perempuan adalah perempuan-perempuan yang ikut 

berpartisipasi dalam kegiatan politik dimana caleg perempuan ini 

memperjuangkan isu-isu perempuan. Tentunya bukan caleg perempuan saja yang 

berhak atas kasus perempuan, tanpa terkecuali semua caleg yang kemudian 

menjadi legislator wajib memperhatikan isu tersebut. Namun prioritas utamanya 

adalah menjadi wilayah legislator perempuan. 

 

1.6.2 Partai Politik 

Partai politik mempunyai tanggungjawab dalam mencari aktor-aktor 

politik yang memiliki kapabilitas untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik yang 

diangkat sebagai anggota partai politik. Proses pencarian ini merupakan salah satu  

upaya partai politik melalui rekruitmen politik. Rekruitmen politik disini adalah 

pencarian oran-orang yang tentunya mempunyai kemampuan atau bakat yang 

sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Perekrutan politik di 

Indonesia berlangsung setelah setiap calon yang diusulkan oleh partainya 
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diseleksi ketat oleh suatu badan resmi11. Aktor-aktor yang menjadi pelaku politik 

ini akan menjadi pemimpin-pemimpin baru dalam penyelenggaraan negara 

sehingga dalam proses rekrut atau pengkaderan memang harus diberikan aturan-

aturan yang selektif karena merekalah yang akan mewakilkan rakyat dalam 

membawa kepentingan umum/kebaikan bersama.  

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu 

kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh 

rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan 

pemerintah.  

Menurut Larry Diamond dan Richard Gunther, partai politik memiliki banyak 

fungsi, yaitu: 

1. Rekruimen Elit, dalam dua proses pemilu: 

- Nominasi kandidat: mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan 

di lembaga perwakilan rakyat 

- Memobilisasi pemilih: memobilisasi pemilih untuk mendukung 

para kandidat dalam proses pemilu 

2. Menstrukturkan isu yang berkembang dalam masyarakat: 

- Mewakili berbagai kelompok sosial 

- Membentuk dan mempertahankan pemerintahan 

- Agregasi kepentingan 

- Memainkan peran integrasi sosial 

 

                                                            
11 Putra Fadillah, Partai Politik dan Kebijakan Publik, Cetakan I, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 
2003, Hal. 19 
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Tipe Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif-deskriptif. Adapun pengertian metode kualitatif adalah penelitian yang 

digunakan untuk mengukur kedalaman suatu fenomena yang terjadi12 dan metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah, (lawannya 

adalah eksperimen) dimana peneliti merupakan instrumen kunci13. Metode 

kualitatif telah digunakan dalam banyak sub-bidang ilmu politik, karena partisipan 

dalam dunia politik mau berbicara tentang keterlibatan mereka dalam jabatan 

kekuasaan formal, pandangan mereka tentang sistem politik dan sebagainya. Para 

ilmuan politik, misalnya sering mewancarai para aktivis kelompok penekan14. 

 

1.7.2 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana upaya partai politik dalam 

pemenuhan Affirmative Action untuk meningkatkan kualitas calon legislatif 

dimana peningkatan kualitas dapat dilakukan dengan meningkatkan peran partai 

dalam proses rekruitmen partai, pembekalan caleg, penempatan daerah pemilihan 

(dapil) dan proses pencoblosan. Peningkatan kualitas caleg-caleg dapat 

diupayakan oleh calon legislatif itu sendiri atau dengan bantuan partai politik 

sehingga melahirkan caleg-caleg yang berkualitas. Partai politik akan menguasai 

                                                            
12 Denzin, Norman K. dan Yvonna S. Lincoln, 2011, The SAGE Handbook of Qualitative 
Research, California: SAGE Publications, Hal. 3-4 
13 Afifuddin dan Beni Ahmad.2009. Metode penelitian Kualitatif. Bandung:CV.Pustaka Setia. 
Hal.57 
14 Grant dan Marsh. 1997. Mills 1993 dalam buku Marsh, David, & Gerry Stoker. 2010. Teori dan 
Metode dalam Ilmu Politik. Bandung: Nu 
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kebijakan negara apabila memenangkan suara di pemilu dimana anggota legislatif 

merupakan aktor yang akan mewujudkan cita-cita partai politik itu sendiri dengan 

memberikan sosialisasi atau kampanye di masyarakat dan partai politik secara  

khusus dan mempersiapkan kader-kader pemimpin (pembekalan calon legislatif). 

 

1.7.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian tentang bagaimana upaya partai politik dalam memenuhi 

Affirmative Action pada pileg 2014 di Kota Surabaya dilakukan untuk melihat 

bagaimana peran Partai Golongan Karya, Partai Demokrat, Partai Kebangkitan 

Bangsa dan Partai Hati Nurani Rakyat dalam mempersiapkan calon-calon 

legislatif masing-masing partai. Jumlah perwakilan perempuan pada pileg 2014 di 

Kota Surabaya mengalami peningkatan dibandingkan pileg sebelumnya yaitu 

sebanyak 17 orang dengan persentase sebanyak 34%15. Peningkatan jumlah 

tersebut membuktikan bahwa semakin banyak perempuan di Surabaya yang 

berpartisipasi dalam kegiatan politik sehingga penulis tertarik dalam meneliti 

bagaimana upaya partai dalam memenuhi Affirmative Action pada pileg 2014 di 

Kota Surabaya. 

 

1.7.4. Subyek Penelitian 

Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah partai politik dimana peneliti 

mengambil empat partai, yaitu Partai Hati Nurani Rakyat, Partai Kebangkitan 

Bangsa, Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat sebagai subyek penelitian. 

                                                            
15 http://www.kabar3.com/news/2014/05/34-persen-perempuan-kuasai-dprd-surabaya Diakses: 
Jumat, 23 Januari 2015. Pukul 18.50 WIB 
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Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan-informan terkait terhadap 

upaya dan peran partai politik di Kota Surabaya untuk selanjutnya memperluas 

data penelitian. Penelitian ini menggunakan cara purposive yaitu subyek 

penelitian sudah ditentukan dari awal dengan harapan kriteria informan benar-

benar sesuai dengan fokus penelitian. Dalam hal ini, subyek penelitian adalah: 

1. Onny S. D. Philippus sebagai ketua DPC partai Hanura Kota Surabaya 

periode 2009-sekarang 

2. Syamsul Arifin sebagai ketua DPC PKB Kota Surabaya periode 2009-

sekarang 

3. Muhammad Alyas. SH. MH sebagai ketua DPC partai Golkar Kota 

Surabaya periode 2015-2019 

4. Sumardi sebagai sekretaris DPC partai Demokrat Kota Surabaya 

periode 2012-2017  

5. Gianto sebagai perwakilan dari divisi Pembinaan Organisasi Cabang 

periode 2012-2017 

Pemilihan 5 subyek penelitian di atas diharapkan mampu memberikan 

informasi melalui wawancara mendalam (indepth interview) yang nantinya akan 

dikembangkan untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan hasil data yang 

ditemukan dapat menjawab rumusan masalah yang ada. Informan-informan yang 

telah dipilih merupakan aktor-aktor yang mengetahui keberadaan dan peran partai 

masing-masing untuk  memenuhi Affirmative Action pada pileg 2014. 

Penelitian ini mengambil Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai 

Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golongan Karya dan Partai Demokrat sebagai 
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subjek penelitian karena dianggap dapat mewakili dalam mendapatkan informasi 

yang sesuai. Partai Hanura merupakan perwakilan partai yang sedang 

berkembang, PKB merupakan partai yang berbasis agama islam, Partai Golkar 

merupakan partai lama yang terorganisir baik dengan kader-kader kuat 

(pengusaha) dan Partai Demokrat sebagai perwakilan partai yang berbasis 

nasionalis-religius. 

Apabila dilihat dari aspek akademis, penelitian ini dilakukan untuk 

menambah pengetahuan dan wawasan politik sehingga mendorong lahirnya caleg-

caleg berkualitas yang nantinya menjadi wakil masyarakat dalam menyelesaikan 

persoalan negara. Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang bagaimana 

peran partai politik berusaha meningkatkan kualitas caleg-caleg mulai dari proses 

kader, bakal calon sampai menjadi calon legislatif. 

Dalam proses penelitian, peneliti awalnya mencari informasi tentang 

masing-masing partai, mulai dari alamat kantor DPC dan informasi tentang ketua 

DPC setiap partai. Peneliti menyiapkan surat ijin dari kampus sebagai tiket masuk 

untuk mencari informasi di kantor DPC dengan tujuan memudahkan peneliti 

dalam meyakinkan staff yang ada di masing-masing kantor DPC partai. Setelah 

mendapatkan surat rekomendasi dari kampus, peneliti mengunjungi kantor DPC 

PKB sebagai kunjungan pertama pada hari Senin tanggal 6 April 2015 dan 

selanjutnya ke kantor DPC Partai Hanura pada hari yang sama. Di kantor DPC 

PKB, peneliti bertemu dengan staff yang bernama Satar untuk menyampaikan 

maksut kedatangan dan berbincang-bincang mengenai PKB kurang lebih sekitar 

setengah jam. Setelah pulang dari kantor DPC PKB, peneliti melanjutkan 
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kunjungan ke kantor DPC Hanura dengan tujuan yang sama. Di kantor DPC 

Hanura, peneliti bertemu dengan staff  bernama Sodik yang bertugas menyimpan 

segala informasi terkait Partai Hanura Tingkat Cabang di Surabaya. Pada hari 

Selasa tanggal 7 April 2015, peneliti melakukan kunjungan pertama ke kantor 

DPC Partai Golkar dan Demokrat untuk mulai mencari data dan membuat janji 

wawancara dengan informan yang telah ditentukan yaitu ketua DPC masing-

masing partai. Menunggu panggilan staff dari setiap partai, peneliti mencari data-

data seperti mencari data dari buku, internet dan media lainnya. Peneliti juga 

beberapa kali datang ke kantor DPC masing-masing partai karena akan lebih 

efektif jika melakukan follow up langsung ke tempat. 

Dalam pengumpulan data, peneliti berusaha mendapatkan informasi yang 

dibutuhkan sesuai dengan objek penelitian dengan mendapatkan informasi 

senyatanya. Setelah melakukan follow up, peneliti akhirnya mendapatkan 

konfirmasi dari partai untuk melakukan wawancara dan partai pertama yang 

diwawancara oleh peneliti adalah partai PKB. Wawancara dengan ketua DPC 

PKB dilakukan di kantor DPC pada hari Senin 13 April 2015 pukul 16.00 WIB 

yang seharusnya janji wawancara adalah jam 13.00 WIB sehingga peneliti harus 

menunggu selama beberapa jam. Selama menunggu, peneliti berbincang-bincang 

dengan para staff yang ada disana yaitu Sodik, Syamsul dan beberapa tamu yang 

juga sedang menunggu informan. Suasana di kantor DPC PKB sangat sepi, dari 

siang sampai sore hari hanya dua orang staff dan 2 orang tamu yang terlihat di 

dalam ruangan, ditambahkan dengan dua orang jumlah peneliti. Berdasarkan 

cerita dari Sodik, memang kantor DPC PKB sangat sepi di waktu pagi sampai 
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sore hari. Pengurus dan kader-kader PKB akan mulai berdatangan kira-kira di 

waktu setelah maghrib karena harus melalakukan kegiatan/kerja dengan profesi 

masing-masing. Setelah menunggu bebrapa lama, akhirnya wawancara dimulai 

dengan informan yang bernama Syamsul Arifin sebagai Ketua DPC PKB di 

dalam ruangan yang merupakan ruangan tempat ketua bekerja. Proses wawancara 

awalnya berjalan dengan baik, pertanyaan-pertanyaan yang di ajukan oleh peneliti 

dijawab dengan baik oleh informan walaupun sesekali percakapan keluar dari 

konteks pertanyaan. Kesulitan yang dihadapi peneliti adalah minimnya 

pengetahuan peneliti terhadap wilayah Surabaya sehingga beberapa kali tersesat 

dan keterbatasan staff dalam menggunakan teknologi seperti komputer sehingga 

peneliti mencari data-data terkait partai PKB dari media lainnya seperti akses 

internet, buku, dan media lainnya. 

Pertemuan dengan Onny S. D. Philippus merupakan wawancara kedua 

yang dilakukan oleh peneliti, wawancara dilakukan di kantor DPC Hanura pada 

hari Selasa, 21 April 2015. Sebelum mendapat konfirmasi untuk wawancara 

dengan informan, peneliti sebenarnya melaukan upaya untuk mempercepat proses 

wawancara dengan berdiskusi dengan salah satu kader sekaligus pengurus di 

partai yaitu Sariaman Sianipar. Sariaman banyak menjelaskan tentang partai 

Hanura di Surabaya dan bercerita tentang kepemimpinan informan sebagai ketua 

DPC Hanura. Peneliti bertemu 2 kali dengan Sariaman dan menawarkan diri 

untuk menghubungi langsung informan agar bisa menyediakan waktu untuk 

informan sampai akhirnya informan bersedia melakukan wawancara. Informan 
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memiliki sikap yang tegas dan langsung to the point pada saat proses wawancara 

berlangsung dan merasa sangat bangga menjadi bagian dari partai Hanura.  

Pada hari Sabtu, 25 April 2015 merupakan wawancara ketiga peneliti 

dengan informan dari Partai Golkar. Sebelum ada konfirmasi untuk wawancara, 

peneliti berhubungan dengan Titin yang menjabat sebagai staff di Partai Golkar 

supaya dibuatkan janji dengan informan. Peneliti beberapa kali ke kantor untuk 

mencari data dan memastikan waktu wawancara dan terbukti efisien karena tidak 

lama beberapa hari kemudian langsung dibuatkan janji wawancara dengan 

informan walau waktu yang ditentukan mundur 40 menit yang seharusnya 

wawancara pada pukul 16.00 WIB menjadi pukul 16.40 WIB. Wawancara yang 

berlangsung sangat hangat karena sikap dan tutur Alyas sangat welcome terhadap 

peneliti dengan durasi waktu wawancara sekitar 2 jam, setiap pertanyaan yang 

ditanyakan oleh peneliti deijelaskan dengan baik oleh informan dan sesekali 

informan mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang kegiatan dan study yang 

sedang dijalankan oleh peneliti. Peneliti banyak bertemu dengan kader-kader yang 

ada di kantor DPC Partai Golkar dan disambut baik pula dengan mempersilahkan 

kita masuk ke ruang rapat untuk memperkenalkan diri. Terlihat bahwa semua 

kader-kader di Partai Golkar sangat solid, mandiri dan saling support satu sama 

lain, di ruang rapat masing-masing melaksanakan tugas mereka tanpa membuang-

buang waktu. Pada pertengahan wawancara, Alyas diingatkan untuk menunaikkan 

ibadah sholat maghrib karena sudah waktunya dan diingatkan oleh seorang kader 

yang beragama berbeda. Peneliti melihat bahwa partai Golkar merupakan partai 
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yang memiliki manegement yang baik dengan kader-kader yang memiliki 

kapabilitas pula. 

Partai Demokrat sebagai informan terakhir yang diwawancarai oleh 

peneliti dilakukan di kantor DPC Partai Hanura pada Senin, 20 April 2015. 

Peneliti mewawancarai Sumardi dan Gianto ebagai perwakilan dari Partai 

Demokrat untuk menjelaskan bagaimana upaya partai dalam memenuhi Affirmatif 

action pada pileg 2014 di Kota Surabaya. Informasi yang didapatkan terbilang 

lancar karena informan sangat terbuka dalam menanggapi semua pertanyaan yang 

ditanyakan oleh peneliti. Namun sebelum ada konfirmasi untuk melakukan 

wawancara, peneliti mendapat kesulitan karena banyak pengurus Partai Demokrat 

sedang tidak berada di Surabaya. Peneliti berusaha mendapatkan konfirmasi serta 

informasi dengan setiap harinya datang ke kantor DPC sampai pada akhirnya 

informan dapat diwawancarai. Kesulitan yang dihadapi oleh peneliti adalah 

keterbatasan bahasa karena bahasa yang digunakan oleh informan adalah bahasa 

Jawa dan kondisi menyambut pemilihan Walikota membuat semua pengurus-

pengurus Partai Demokrat sibuk mempersiapkan tugas masing-masing. 

 

 1.7.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam 

(indepth interview) terhadap informan-informan yang menguasai masalah 

penelitian ini. Wawancara merupakan cara/teknik pengumpulan data dengan 

mengadakan wawancara langsung secara mendalam dengan pihak-pihak yang 
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terkait16. Peneliti menggunakan pedoman wawancara sebagai petunjuk (guide) 

untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada informan dengan tujuan agar 

peneliti fokus mencari data yang dibutuhkan. Wawancara dipilih sebagai teknik 

pengumpulan data karena memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah 

wawancara dapat dijadikan sebagai jembatan informasi apabila akses kepada 

dokumen sangat dibatasi. 

Penelitian ini juga dilengkapi dokumentasi untuk melengkapi data-data 

hasil dari wawancara mendalam secara langsung agar dapat diinterpretasikan 

secara komprehensif. Data dokumentasi didapatkan dari hasil laporan maupun 

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu, 

data dokumentasi juga didapat dari berita serta iklan baik elektronik maupun fisik 

serta atribut-atribut di tempat publik. 

 

1.7.6 Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan mengidentifikasi 

berbagai gejala dari hasil pencarian data. Pengklasifikasian data dikerjakan 

berdasarkan jenisnya yaitu data primer dan data sekunder. Kemudian data primer 

yang didapat melalui indepth interview diubah dalam bentuk transkrip untuk 

selanjutnya dapat diinterpretasikan oleh penulis. Menurut Harrison, hal pertama 

yang dilakukan adalah memutar kembali hasil wawancara untuk mendapatkan 

transkrip lengkap mengenai pembicaraan peneliti dengan informan17. Setelah 

melakukan wawancara, peneliti melakukan transkrip berupa narasi-narasi dari 

                                                            
16Burhan Bungin. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana, hlm. 331 
17 Harrison, Lisa, 2007, Metodologi Penelitian Politik. Jakarta: Kencana 
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informan yang dituliskan kembali tanpa mengurangi atau menambah uraian yang 

disampaikan sehingga tidak merubah data yang disampaikan secara langsung 

mauun dalam bentuk rekaman. Data-data sekunder yang mendukung data-data 

primer akan dilampirkan sebagai pelengkap data yang ada. Data-data yang telah 

terkumpul baik data primer yang telah ditranskripkan maupun data sekunder 

sebagai pendukung kemudian dianalisis secara kualitatif berdasarkan metode yang 

telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menganalisis data tersebut, kemudian 

peneliti  akan mengintrepretasikan data-data yang ada sesuai dengan kerangka 

teori yang telah ada. Berdasarkan kerangka teoritik, data-data yang ada kemudian 

diseleksi dan dideskripsikan sesuai dengan teori yang ada sehingga dapat 

menjelaskan upaya partai politik dalam memenuhhi Affirmatife Action pada pileg 

2014 di Kota Surabaya. 
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